HUKUM LAUT

I. Pengertian

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. 

Laut secara hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.

Jadi, dalam hal ini Laut Mati, Laut Kaspia dan the Great Salt Lake yang terdapat di Amerika Serikat secara hukum tidak dapat dikatakan laut, karena laut-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan-hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia, walaupun airnya asin dan menggenangi lebih dari satu negara pantai seperti halnya Laut Kaspia.

II. Tujuan Hukum Laut

1. Untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga, karena laut hanya dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus yaitu kapal-kapal dan hukum laut harus menetapkan status kapal-kapal tersebut

2. Hukum laut harus mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

III. Sumber-sumber Hukum Laut

Pada awalnya sampai tahun 1958 Hukum Laut hanya bersumberkan kepada Hukum Kebiasaan, dimana hukum kebiasaan ini lahir atas perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan dilaut sepanjang zaman.

Kemudian,  pada tahun 1958 diadakanlah suatu Konferensi PBB yang Ke-1 mengenai Hukum laut di Jenewa yang dihadiri oleh 86 negara. 

Konferensi ini menghasilkan 4 Konvensi yang dijadikan sumber hukum laut yaitu terdiri dari:

a. Convention on the Teritorial Sea and Contiguos Zone (Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan), mulai berlaku tanggal 10 September 1964

b. Convention on the High Seas (Konvensi mengenai Laut Lepas), mulai berlaku     30 September 1962

c. Convetion on the Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan kekayaan Hayati Laut Lepas), mulai berlaku        20 Maret 1966

d. Convention on the Continental Shelf (Konvensi mengenai Landas Kontinen), mulai berlaku 10 Juli 1964

IV. Laut Lepas


Menurut Pasal 86 Konvensi PBB tentang Hukum Laut menyatakan bahwa Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Jadi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa laut lepas terletak jauh dari pantai yaitu bagian luar dari Zona Ekonomi Eksklusif. 

Prinsip Hukum yang mengatur zona laut lepas yaitu Prinsip Kebebasan.

Penelitian mengenai Laut lepas terbagi atas tiga bagian yaitu:

1. Prinsip kebebasan di Laut Lepas

2. Status Hukum kapal-kapal di Laut Lepas

3. Pengawasan-pengawasan di Laut Lepas

Ad.1. Prinsip kebebasan di Laut lepas


Berdasarkan prinsip kebebasan bahwa semua negara apakah berpantai ataupun tidak dapat mempergunakan laut lepas dengan syarat mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Konvensi atau ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya. Selain itu kebebasan ini berarti juga tidak satupun negara yang dapat menundukkan kegiatan manapun di laut lepas di bawah kedaulatannya dan laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan damai.  

Menurut Pasal 87 Konvensi PBB tentang Hukum Laut kebebasan-kebebasan tersebut meliputi:

a. kebebasan berlayar

b. kebebasan penerbangan

c. kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Bab VI Konvensi PBB tentang Hukum Laut

d. kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional dengan tunduk kepada Bab VI Konvensi PBB tentang Hukum Laut

e. kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam Sub Bab II Konvensi PBB tentang Hukum Laut

f. kebebasan riset ilmiah dengan tunduk pada Bab VI dan Bab XIII Konvensi PBB tentang Hukum Laut

Pada dasarnya prinsip kebebasan di laut lepas ini pada umumnya sudah dapat diterima oleh masyarakat internasional, namun di sebagian negara masih terdapat keraguan atas prinsip itu sendiri. Pada hakekatnya dasar ini erat sekali dengan Natur Yuridik laut lepas. 

Ada beberapa teori yang dikemukakan mengenai Natur Yuridik laut lepas yaitu:

a. Res Nullius

Sebagai Res Nullius, laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya. Tetapi, teori ini mempunyai akibat yang negatif, yaitu bila laut bukan merupakan milik suatu negara, maka kebebasan yang terdapat di laut tersebut dapat mempunyai akibat-akibat yang ekstrim, misalnya suatu negara dapat memiliki laut tersebut karena ia mempunyai kemampuan teknik untuk itu dan setidak-tidaknya berbuat semaunya disana seolah-olah laut tersebut merupakan miliknya.

b. Res Communis

Berdasarkan teori ini menyatakan bahwa laut adalah milik bersama, karena itu negara-negara bebas untuk menggunakannya. Apabila laut tersebut merupakan milik bersama, maka laut lepas tersebut berada di bawah kedaulatan bersama dan diatur melalui pengelolaan internasional.


Ad.2. Status Hukum kapal-kapal di laut Lepas


Di laut lepas, status ini didasarkan atas prinsip tunduknya kapal-kapal pada wewenang eksklusif negara bendera. Ini berarti bahwa tiap-tiap kapal harus mempunyai kebangsaan suatu negara yang merupakan syarat agar kapal-kapal tersebut dapat memakai bendera negara tersebut. Dalam hal pembahasan status hukum kapal-kapal dilaut lepas, sebaiknya kita membedakan terlebih dahulu antara kapal-kapal publik dan kapal-kapal swasta.

a. Kapal Publik

Adalah kapal-kapal yang digunakan untuk dinas pemerintah dan bukan untuk tujuan swasta. 

Terdiri dari:

1. Kapal perang


 Berdasarkan Pasal 29 Konvensi PBB, bahwa Kapal perang adalah kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda-tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut dibawah komando seorang Perwira yang diangkat untuk itu oleh pemerintah negaranya dan yang namanya terdaftar dalam dinas militer atau daftar serupa dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler.

Oleh karena itu berdasarkan definisi diatas dapat dikatan bahwa yang termasuk kedalam kategori kapal perang adalah kapal perang permukaan laut dan juga kapal selam, kapal-kapal lainnya yang bertugas dalam kesatuan Angkatan laut, seperti kapal ranjau laut, kapal-kapal penarik, kapal-kapal transport militer dll.




2. Kapal-kapal publik Non-Militer


Yaitu kapal-kapal pemerintah yang mempunyai kegiatan non-militer, yang terdiri dari kapal-kapal logistik pemerintah, kapal-kapal riset ilmiah, meteorologi, kapal-kapal pengawas pantai dll.

                  3.
Kapal-kapal Organisasi Internasional


yaitu kapal-kapal publik yang digunakan oleh organisasi-organisasi internasional untuk kepentingan masyarakat internasional.

b. Kapal Swasta

Adalah kapal-kapal yang digunakan tujuan swasta.


Perbedaan antara kapal publik dan kapal swasta didasarkan pada penggunaannya bukan pada kualitas pemilik kapal-kapal tersebut. Misalnya sebuah kapal swasta yang di carter oleh pemerintah untuk tujuan komersial, maka selama disewa status kapal tersebut adalah kapal publik, sebaliknya apabila kapal publik di sewa oleh suatu perusahaan swasta untuk tujuan komersial, maka status kapal tersebut selama dicharter adalah merupakan kapal swasta.


Di laut lepas, semua kapal-kapal tunduk sepenuhnya pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan negara bendera. Suatu kapal yang memakai bendera suatu negara harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara tersebut di laut lepas. Undang-undang negara bendera berlaku bagi pada semua orang yang terdapat diatas kapal, baik warga negara dari negara bendera maupun terhadap orang-orang asing. Undang-undang negara bendera ini berlaku terhadap semua perbuatan hukum yang terjadi diatas kapal atau bagi semua perbuatan pidana.


Wewenang Teritorial 


Berdasarkan prinsip wewenang teritorial yaitu  bahwa kapal diasimilasikan dengan wilayah negara, jadi dalam hal ini kapal dianggap sebagai floating portion of the flag state yaitu bagian terapung dari suatu wilayah negara bendera. Karena suatu negara mempunyai wewenang absolut terhadap wilayah, maka negara tersebut mempunyai wewenang pula terhadap kapal-kapalnya yang berlayar di laut lepas, karena kapal tersebut dianggap sebagai bagian dari suatu negara. Tetapi, prinsip ini tidak berlaku di semua tempat. Apabila kapal-kapal swasta telah meninggalkan laut lepas dan masuk ke wilayah laut suatu negara, terhadapnya tidak berlaku wewenang khusus negara bendera, tetapi wewenang negara pantai. Jadi, asimilasi ini hanya berlaku apabila kapal tersebut masih berlayar di laut lepas dan apabila sudah masuk laut wilayah negara lain, maka kapal tersebut harus tunduk pada ketentuan-ketentuan negara pantai.


Lain halnya dengan kapal perang dan kapal publik lainnya secara umum dapat dikatakan bahwa baik di laut lepas maupun di wilayah suatu negara, wewenang khusus negara bendera tetap berlaku, terutama terhadap kapal-kapal yang dianggap sebagai organ negara dan keran itu mempunyai kekebalan.

Ad.3. Pengawasan di Laut Lepas


Pengawasan ini dilakukan oleh kapal-kapal perang. Pengawasan tersebut dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pengawasan Umum

Yaitu terdiri dari pengawasan biasa, inspeksi dan tindakan kekerasan yang menjamin keamanan umum lalu lintas laut. Jadi, dalam hal ini kapal perang mempunyai wewenang untuk mengetahui kebangsaan suatu kapal dengan meminta supaya kapal tersebut mengibarkan benderanya. Dalam hal tidak ada kontak, maka permintaan pengibaran bendera dapat dilakukan dengan kode-kode lampu atau kalau cara ini tidak berhasil, maka kapal perang tsb akan menembakkan peluru-peluru kosong ke arah kapal tersebut, tetapi tentunya kapal perang tersebut harus mengibarkan benderanya terlebih dahulu. 

Pemeriksaan Kapal

Pengawasan ini dapat juga dilakukan dengan penghentian kapal. Dalam hal ini kapal perang akan mengirimkan sekoci yang dikepalai oleh seorang Perwira ke kapal yang dicurigai. Pengawasan ini dapat dalam bentuk penyetopan kapal dengan memeriksa surat-surat kapal.

Pemeriksaan suatu kapal swasta oleh kapal perang yang yang berbendera sama tidak akan menemui kesulitan, namun apabila pemeriksaan kapal tersebut dilakukan oleh kapal perang yang berbendera negara yang berbeda akan menimbulkan kesukaran. Oleh karena itu menurut Pasal 110 Konvensi PBB mengenai Hukum Laut menyatakan bahwa:

“Suatu kapal perang yang menjumpai suatu kapal asing di laut lepas tidak dibenarkan untuk menaikinya, kecuali kalau ada alasan yang cukup untuk menduga kalau kapal tersebut terlibat dalam pembajakan, perdagangan budak, penyiaran gelap dll”

b. Pengawasan Khusus

Terdiri dari:

1. pemberantasan perdagangan budak belian

Berdasarkan pasal 99 konvensi PBB bahwa:

“Setaip negara harus mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah dan menghukum pengangkutan budak belian dalam kapal yang diizinkan untuk mengibarkan benderanya untuk mencegah pemakaian tidak sah atas benderanya untuk keperluan itu.”

Kemudian pasal 110 (b) Konvensi PBB menyatakan bahwa:

“ Konvensi mengizinkan kapal-kapal perang untuk menahan kapal-kapal yang dicurigai terlibat perdagangan budak”.

2. Pemberantasan Bajak laut

Menurut Pasal 101 Konvensi PBB, Bajak Laut  yaitu setiap tindakan kekerasan atau penahanan , atau setiap tindakan pembinasan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oleh awak kapal atau penumpang sebuah kapal atau pesawat udara swasta dan ditujukan:

a. Di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau barang yang ada di kapal tau pesawat udara tersebut;

b. Terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun.

Pasal 102 Konvensi PBB menyatakan bahwa:

“ Apabila perbuatan bajak laut tersebut dilakukan oleh sebuah kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah yang awak kapalnya telah memberontak dan telah mengambil alih pengendalian atas kapal atau pesawat udara itu disamakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh suatu kapal atau pesawat udara swasta.”

Pasal 107 Konvensi PBB menyebutkan bahwa:

“ Konvensi menugaskan kapal-kapal perang atau pesawat udara militer untuk melakukan penyitaan terhadap kapal atau pesawat udara pembajak laut”


3. Pengawasan penangkapan ikan


    Terdiri dari:

a. pengawasan terhadap para penangkap ikan dan alat-alatnya, misalnya;

-identifikasi kapal-kapal dan alat-alatnya

-perlindungan kapal-kapal yang sedang menangkap ikan terhadap kapal-kapal yang datang kemudian

-penjagaan keamanan terhadap tempat-tempat penangkapan ikan

b. pengawasan untuk melindungi ikan-ikan.

Pasal 117 Konvensi PBB menyatakan bahwa:

“Konvensi mengharuskan semua negara atau bekerjasama dengan negara-negara lain dalam mengambil tindakan-tindakan bila diperlukan terhadap warga negaranya masing-masing untuk perlindungan sumber kekayaan hayati di laut lepas”

4. Pengawasan untuk melindungi kabel-kabel dan pipa bawah laut


Konvensi 14 Maret 1894 memberikan wewenang kepada kapal-kapal perang negara pihak pada konvensi untuk mengkonstantir kerusakan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut.


5.  Pemberantasan pencemaran laut


Konvensi PBB meminta agar negara-negara menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dang mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber daratan, kegiatan-kegiatan dasar laut, kegiatan-kegiatan kawasan, kendaraan air, dumping dll.

V. Landas Kontinen
    a. Definisi


   Menurut pasal 1 Konvensi Jenewa


“Landas Kontinen adalah dasar dan lapisan tanah di bawah laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada di luar daerah laut wilayah sampai kedalaman 200 meter atau daerah yang lebih dalam lagi dimana dalam airnya memungkinkan untuk eksploitasi sumber-sumber alam daerah tersebut”


b. Landas Kontinen dari segi hukum


    Siapa yang dapat memiliki landas kontinen ?


Siapa saja yang berhak mengeksploitir kekayaan-kekayaan alamnya dan mengambil tindakan-tindakan untuk melindungi kekayaan-kekayaan mineral tersebut ?


Dalam hal ini untuk bagian landas kontinen yang terletak dibawah laut wilayah suatu negara pantai tak ada persoalan karena rezim landas kontinen tersebut mengikuti rezim laut wilayah yang terdapat diatasnya yaitu tunduk sepenuhnya kepada kedaulatan negara pantai.


Hak-hak negara pantai


Menurut Pasal 2 Konvensi Jenewa

(1) negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas landas kontinen untuk tujuan eksploitasi dan eksplorasi sumber-sumber alamnya

(2) hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak boleh berarti pendudukan secara efektif atau fiktif

Berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal 2 Konvensi Jenewa adalah merupakan hak eksklusif yang berarti bahwa bila negara pantai tidak melaksanakannya, maka tidak satupun negara lain yang dapat melakukan kegiatan diatas landas kontinen itu tanpa persetujuan negara pantai. Dan negara-negara pantai hanya mempunyai kedaulatan fungsional yaitu kedaulatan yang khusus dan perlu untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen itu saja. Namun hak eksklusif negara pantai tersebut dibatasi dengan ketentuan ayat (3) yaitu bahwa hak negara pantai atas landas kontinen tidak akan mempengaruhi status yang sah dari lautan bebas pada perairan itu atau udara yang diatasnya. Jadi, Konvensi Jenewa dengan ini menolak secara resmi pretensi negara-negara untuk meletakkan laut lepas yang berada di landas kontinen dibawah kedaulatannya, sehingga laut lepas yang berada diatas landas kontinen suatu negara pantai akan tetap berstatus laut lepas dengan kebebasan-kebebasannya.

Menurut pasal 2 Konvensi Jenewa bahwa sumber-sumber alam tersebut terdiri dari sumber alam dan sumber yang tak bersenyawa lainnya di dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya bersama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis lapisan sedimen (Sedentary Species) yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik itu diatas maupun dibawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya.



Mengenai pelaksanaan hak-hak negara pantai atas landas kontinen, Pasal 5 ayat (1) Konvensi Jenewa menambahkan:


“Eksploitasi pada dataran kontinen dan eksploitasi sumber alamnya harus dilakukan sebegitu rupa, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya suatu gangguan terhadap pelayaran, perikanan atau pencadangan sumber hayati di laut, dan tidak boleh pula mengganggu penyelidikan oceanografi dan penyelidikan-penyelidikan ilmiah lainnya yang dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan”


Undang-undang landas kontinen Indonesia


Oleh karena kegiatan-kegiatan eksploitasi minyak Indonesia bukan saja dilakukan di lepas pantai di dasar laut wilayah tetapi juga di landas kontinen, maka pemerintah Indonesia seperti halnya negara lain merasa perlu mengeluarkan ketentuan-ketentuan untuk mengamankan dan melindungi kekayaan alam tersebut yang dirumuskan dalam Undang-undang No.1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 6 Januari 1973.

VI. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

       Menurut Konvensi Hukum laut 1982, “lebar ZEE tidak boleh lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut wilayah diukur”.


Prinsip-prinsip hukum ZEE


Pasal 56 Konvensi Hukum laut 1982


     “Konvensi hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi serta konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tsb, seperti produksi energi dari air, arus dan angin”

VII. Laut Wilayah


Menurut sistim hukum laut tradisional, permukaan laut secara horizontal dibagi atas beberapa zona dan yang paling dekat dari pantai dinamakan laut wilayah sepenuhnya tunduk kepada kedaulatan negara pantai.


Studi laut wilayah terbagi atas:

1. Natur yuridik laut wilayah

2. Lebar laut wilayah

3. Wewenang negara pantai

Ad.1. Ada 2 Doktrin yang digunakan untuk menentukan natur yuridik laut wilayah yaitu:

a. Doktrin hak milik

b. Doktrin kedaulatan

Ad.a. Menurut doktrin ini negara pantai mempunyai kekuasaan penuh atau dominium penuh terhadap laut wilayahnya yang dapat dijadikan milik disebabkan kemungkinan habisnya sumber-sumber tertentu dari laut tersebut.

Akibat yang ditimbulkan dari doktrin ini yaitu:

1. Laut wilayah dapat ditutup dan dibuka semaunya oleh negara pantai

2. Dapat melarang masuknya kapal-kapal asing

3. Monopoli negara-negara untuk pelayaran dan penangkapan ikan

Saat ini doktrin ini sudah tidak dipakai lagi karena banyak protes dan tidak sesuai dengan sprit masyarakat internasional.

Ad.b. Menurut doktrin ini negara pantai tidak mempunyai dominium tetapi imperium terhadap laut wilayahnya.


Pada umumnya negara-negara mennerima doktrin kedaulatan ini.

  Berdasarkan Yurisprudensi internasional (Konvensi Jenewa pasal 1) bahwa “kedaulatan suatu negara dapat melampaui daratan dan perairan pedalamannya sampai kepada suatu jalur laut yang berbatasan dengan pantai negara tersebut yang dinamakan laut wilayah”.

Ad.2. Menurut Pasal 3 Konvensi Hukum Laut III tahun 1973 yaitu “setiap negara berhak untuk menetapkan lebar laut wilayahnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pantai yang ditentukan sesuai dengan konvensi”


Menurut pasal 3 Konvensi Jenewa dan pasal 5 Konvensi hukum laut 1982 yaitu “garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar dan diakui secara resmi oleh negara pantai tersebut”.


Cara penarikan garis pangkal yaitu:

1. penarikan garis pangkal lurus tsb tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian-bagian laut yang terletak didalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman.

2. garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika diatasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada diatas permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional

3. sistim penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Ad.3. Menurut pasal 2 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982  yaitu “ bahwa kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara diatas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya”.


Ini berarti bahwa negara pantai mempunyai wewenang penuh bukan saja terhadap udara diatas laut wilayah tetapi juga atas semua sumber-sumber kekayaan yang terdapat didalam laut, di dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya.


Wewenang negara pantai meliputi:

1. wewenang terhadap kapal-kapal asing

2. wewenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan (pengawasan dan penangkapan kapal-kapal yang melanggar ketentuan negara pantai)

3. pengawasan dibidang bea dan cukai

4. hak untuk menangkap ikan, hak-hak untuk mendirikan zona pertahanan

5. dan hak pengejaran seketika (hot pursuit).

VIII. Penyelesaian sengketa menurut Konvensi Hukum Laut 1982

Menurut mekanisme yang diatur pada konvensi tersebut yaitu bahwa mekanisme penyelesaian sengketa diawali dengan prosedur yang disepakati bersama antara para pihak baik secara regional maupun bilateral. Jika dengan cara tersebut belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka para pihak harus menyelesaikan sengketa melalui konsiliasi. Dan apabila masih belum selesai juga sengketanya, maka prosedur selanjutnya yang harus dilakukan yaitu:

· Tribunal internasional untuk hukum laut

· Mahkamah internasional

· Tribunal Arbitrase

· Tribunal Arbitrase khusus

